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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 
 

Berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan, maka simpulan dari penelitian 

ini diuraikan sebagai berikut: 

1. Bentuk kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam memberikan 

perlindungan khusus anak korban kekerasan seksual khususnya yang 

terjadi pada tahun 2021 tertuang dalam berbagai produk hukum 

daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pembinaan dan Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Kota Padang 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak, Peraturan Walikota 

Padang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas, 

Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Peraturan 

Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembinaan Atas 

Anak, dan Peraturan Walikota Padang Nomor 110 Tahun 2019 tentang 

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Tahun 

2019-2024. 

2. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam 

menerapkan kebijakan memberikan perlindungan khusus anak korban 

kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada tahun 2021 adalah 

minimnya keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) dan 

instansi yang tergabung dalam tim P2TP2A Kota Padang dalam 

penanggulangan kekerasan terhadap anak. Selain itu, kendala yang 
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dihadapi adalah anggaran yang kadang tidak cukup, ha1 ini 

dikarenakan ada beberapa hal yang tidak masuk dalam daftar anggaran 

dan sifatnya tidak berkelanjutan, tahun ini dianggarkan tahun depan 

tidak dianggarkan, begitu seterusnya. 

3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam 

menerapkan kebijakan memberikan perlindungan khusus anak korban 

kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada tahun 2021 adalah 

dengan melakukan beberapa strategi yang terdapat dalam renstra 

Dinas P3AP2KB Kota Padang, yaitu dengan meningkatkan kapasitas 

dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang 

ramah anak, penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan 

korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada 

penanganan wilayah on the spot, penguatan dan peningkatan peran 

lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam 

penanganan berbagai kasus anak, meningkatkan pengawasan 

pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk 

pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau 

saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak, dan lain-lain. 

Selain strategi diatas, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota 

(Pemkot) Padang untuk memberikan perlindungan terhadap anak 

korban kekerasan seksual adalah membentuk relawan perlindungan 

anak pada 104 kelurahan sebagai upaya melakukan deteksi dini 

kekerasan terhadap anak dalam rangka mewujudkan Padang menuju 

kota layak anak. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun saran penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum terhadak hak-hak anak khususnya anak yang 

menjadi korban kekerasan seksual merupakan komitmen yang harus 

diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang sebagai salah satu 

pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. 

Kebijakan yang telah dibuat yang tertuang di berbagai peraturan derah 

dan peraturan walikota harus dijadikan pedoman dalam memberikan 

perlindungan terhadap anak khususnya anak yang menjadi korban 

kekerasan seksual. 

2. Persoalan klasik yaitu anggaran tidak mencukupi harusnya menjadi 

perhatian serius Pemerintah Daerah Kota Padang dalam menyusun 

anggaran untuk memberikan layanan perlindungan khusus terhadap 

anak korban kekerasan seksual. Dalam menyusun anggaran, pihak- 

pihak terkait dapat mempedomani jumlah kasus kekerasan seksual 

pada anak yang terjadi setiap tahunnya, sehingga rencana anggaran 

yang akan diajukan untuk disetujui dapat memuat daftar anggaran 

yang khusus menganggarkan tentang pemberian layanan khusus 

perlindungan anak korban kekerasan seksual, sehingga masalah ini 

tidak perlu terjadi lagi. 

3. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak 

khususnya dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak harus 

ditingkatkan. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan 
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memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh kesempatan 

seluas-luasnya dalam perlindungan anak. Selain itu, peran serta 

masyarakat juga diperlukan untuk mengungkap kasus-kasus 

kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang terdapat 

dilingkungan sekitarnya. 
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